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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Keterbukaan 

Informasi Publik Analisis Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG 

Perspektif Siyasah Qadhaiyyah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Duduk perkara Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG berawal dari 

permohonan informasi publik yang diajukan oleh DM kepada BAZNAS 

Provinsi Sumatera Barat mengenai data penyaluran dana BAZNAS kepada 

masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang meliputi nama 

dan alamat penerima serta nominal atau bentuk bantuan yang diberikan. 

BAZNAS menolak memberikan informasi tersebut karena berpendapat 

bahwa data mustahik merupakan informasi yang dikecualikan dan 

berkaitan dengan data pribadi penerima bantuan. Sementara itu, DM tetap 

meminta informasi tersebut untuk memperoleh kejelasan mengenai 

penyaluran dana BAZNAS kepada masyarakat. Sengketa tersebut kemudian 

diperiksa oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan berlanjut ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang setelah BAZNAS mengajukan 

keberatan terhadap putusan Komisi Informasi. 

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

28/G/KI/2025/PTUN.PDG pada pokoknya menyatakan bahwa data 

mustahik yang dimohonkan berupa nama, alamat, serta nominal atau 

bentuk bantuan merupakan data pribadi yang bersifat umum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Pelindungan Data Pribadi, namun tidak termasuk informasi yang 

dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Majelis Hakim juga 

mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menekankan transparansi dan 
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akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Pemberian akses terhadap data 

mustahik dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat 

untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian 

zakat yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu, keputusan 

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat yang mengklasifikasikan data mustahik 

sebagai informasi yang dikecualikan dinilai bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta 

tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 

K/TUN/KI/2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 

menguatkan keputusan Komisi Informasi Sumatera Barat dan mewajibkan 

BAZNAS untuk memberikan informasi yang dimohonkan. 

3. Perspektif Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Nomor 

28/G/KI/2025/PTUN.PDG menunjukkan bahwa putusan tersebut sejalan 

dengan prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah, khususnya prinsip keadilan 

(al-'adl), kemanfaatan (maslahah), kecermatan, keterbukaan (ash-

shafafiyyah), dan tanggung jawab (al-mas'uliyyah). Prinsip keadilan 

terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan perlakuan 

yang seimbang kepada para pihak serta memutus perkara berdasarkan 

hukum dan fakta persidangan. Prinsip kemanfaatan terlihat dari dibukanya 

informasi mengenai penyaluran zakat sehingga masyarakat dapat 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana yang berasal dari 

masyarakat. Prinsip kecermatan terlihat dari pemeriksaan Majelis Hakim 

terhadap kewenangan pengadilan, kepentingan para pihak, bukti-bukti 

serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan informasi yang 

disengketakan. Prinsip keterbukaan terlihat dari putusan yang 

memberikan akses terhadap data penyaluran zakat yang dinilai dapat 

diketahui oleh masyarakat, sedangkan prinsip tanggung jawab tercermin 

dari pelaksanaan kewenangan hakim berdasarkan hukum dan 

pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, 

Putusan Nomor 28/G/KI/2025/PTUN.PDG dapat dinilai sesuai dengan 
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nilai-nilai siyasah qadhaiyyah karena tidak hanya menyelesaikan sengketa 

antara BAZNAS dan DM , tetapi juga memberikan kemaslahatan yang lebih 

luas melalui penguatan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dan 

penyaluran dana zakat 

5.2 Saran  
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1.  Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, diharapkan dapat meningkatkan 

keterbukaan dan pengelolaan informasi publik, khususnya informasi 

mengenai penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Pemberian informasi 

hendaknya tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang 

dikecualikan dan perlindungan terhadap data pribadi, sehingga 

keterbukaan informasi dapat berjalan tanpa mengabaikan hak privasi 

penerima bantuan. 

2. Bagi masyarakat, khususnya pemohon informasi publik, diharapkan dapat 

menggunakan hak memperoleh informasi secara bertanggung jawab dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan 

informasi juga hendaknya memperhatikan batasan terhadap informasi 

yang bersifat pribadi agar tujuan keterbukaan informasi tetap sejalan 

dengan perlindungan hak masyarakat. 

3. Bagi Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, diharapkan 

dapat terus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa 

informasi publik dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi dan perlindungan terhadap 

informasi yang bersifat pribadi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan 

secara adil dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemerintahan dan peradilan. 
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